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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak pemilihan umum yang pertama kali pada tahun 1955, Indonesia telah mengalami pasang surut demokrasi dalam sistem kepartaian. Perubahan sistem yang multidimensi seperti ini telah menjadikan perubahan peta kekuatan politik baik di pusat maupun di daerah, yang menuntut adanya suatu pembaharuan dalam sistem politik agar lebih terbuka dan demokratis sesuai dengan harapan terciptanya suatu kestabilan politik yang dinamis.

Dilihat dari perkembangan partai politik, awal berkembangnya partai yaitu dari kegiatan kelompok-kelompok di luar parlemen, kemudian dengan meluasnya hak pilih mereka mengelompokan diri menurut aliran atau ajaran yang bersumber dari hasil pemikiran seseorang (doktrin). Kelompok-kelompok ini kemudian menamakan dirinya sebagai partai politik. Kelompok-kelompok ini meluaskan gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah dipihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai perwujudan (manifestasi) dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasi diri.
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur tentang partai politik di Indonesia, menyatakan bahwa partai politik tidak hanya dibentuk oleh lima puluh orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun. Akan tetapi pembentukannya dinyatakan dalam bentuk keputusan akta notaris, dan di dalamnya memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta kepengurusan baik tingkat pusat, wilayah, maupun di daerah harus terdaftar dalam keputusan Departemen Kehakiman, khususnya dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi yang mengatur putusan partai politik.

Kehadiran partai politik (parpol) diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Fungsi partai politik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik adalah sebagai sarana partisipasi politik. Fungsi tersebut jika dilaksanakan dengan baik oleh partai politik, maka tertib sosial akan terjamin. Dengan demikian segenap lapisan dan golongan yang ada dalam masyarakat dapat membangun diri dan merealisasikan cita-cita mereka karena aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik.
Partai politik merupakan salah satu sarana untuk berperan serta atau untuk berpartisipasi dalam mengaspirasikan suara rakyat. Partai Gerakan Indonesia Raya yang selanjutnya lebih dikenal dengan nama Partai Gerindra adalah salah satu partai peserta pemilu baik di pusat maupun daerah di seluruh Indonesia. Kiprah Partai Gerindra sebagai partai politik debutan pada tahun 2009 yaitu ingin memberikan perubahan bagi negeri ini.
Partisipasi politik pada hakekatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan partai politik dalam menginterpretasikan sejumlah visi dan misi partai ke dalam simbol-simbol pribadi. Pada tingkat provinsi, Partai Gerindra memberikan wewenang pada DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsi Partai Gerindra dalam menjalankan tugas dan fungsi Partai Gerindra.
Pada dasarnya penyampaian visi misi Partai Gerindra merupakan sub sistem dari sistem komunikasi politik partai, yang mempunyai peranan penting dalam partai politik dan pembangunan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya kepada Partai Gerindra. Hal ini yang diterapkan oleh DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat di bidang pelayanan administrasi kepartaian, peningkatan kesadaran penduduk akan haknya untuk berperan serta dalam menyampaikan aspirasinya, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan, dukungan terhadap perencanaan orientasi visi dan misi partai secara nasional, regional dan lokal, dan dukungan terhadap pembangunan sistem administrasi keanggotaan partai guna meningkatkan pemberian pelayanan publik tanpa diskriminasi.
Sumber daya manusia merupakan faktor sentral dalam suatu partai politik. Apapun bentuk serta tujuannya, partai politik dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan partai politik. Seiring dengan perkembangan dan penyesuaian diri suatu partai politik dalam hal ini pengurus partai politik dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta perkembangan lingkungan, maka sumber daya manusia yang ada di dalamnya harus pula dikembangkan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan partai politik. Pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan terus – menerus untuk menghindari sumber daya manusia yang usang pengetahuannya, yang tidak siap dalam menanggulangi perubahan yang terjadi.

Untuk itu  pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat membuat situs dengan alamat http://gerindra-jabar.or.id, sebagai sarana informasi dan komunikasi. Walaupun situs resmi Partai Gerindra yang berada di pusat telah ada, hal ini tidak mengurangi kreativitas pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat dalam membangun situs ini. Dalam pembuatannya, situs lebih cenderung diperuntukkan bagi masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya walaupun tidak tertutup kemungkinan ada pihak lain yang mengakses dari luar Jawa Barat.

Fasilitas yang langsung menerbitkan pesan – pesan dari pengirim, memunculkan rasa nyaman dan kepuasan bagi para pengguna. Hal ini dikarenakan aspirasi dari anggota, simpatisan, maupun pengamat politik Partai Gerindra dapat langsung tersalurkan. Anggota Partai Gerindra berasal dari seluruh kalangan masyarakat, hal ini sesuai dengan pencitraan Prabowo yang cukup merakyat. Namun dari seluruh anggota Partai Gerindra tersebut tidak semuanya melakukan partisipasi politik melalui situs DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, melainkan hanya anggota-anggota Partai Gerindra yang memiliki tingkat pendidikan tertentu yaitu minimal tamatan SMU. 

Tahun-tahun sebelum situs ini diluncurkan, dalam menanggapi saran dan kritik dari anggota maupun simpatisan Partai Gerindra yang dilakukan masih secara manual, yaitu secara langsung datang ke DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat. Aktivitas seperti ini memakan banyak waktu, tenaga dan biaya. Sehingga DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat membuat situs yang dapat membantu menyalurkan saran dan kritik dari anggota Partai Gerindra.
Selain aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, ada bentuk partisipasi lain yaitu partisipan. Partisipan ada yang berasal dari kalangan anggota Partai Gerindra, namun ada juga partisipan dari masyarakat. Jalannya partisipasi politik dari anggota Partai Gerindra pada situs DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat belum berjalan sebagaimana mestinya, karena masih banyak anggota Partai Gerindra yang pasif dalam memberikan saran dan kritik melalui situs DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat. Anggota yang aktif dalam memberikan saran dan kritik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat melalui situs , masih kurang dari jumlah anggota Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat. 

Partisipasi politik juga dapat berjalan bila adanya pengamat. Pengamat tersebut umumnya berasal dari kalangan masyarakat dan khususnya berasal dari anggota Partai Gerindra itu sendiri. Pengamat dari kalangan anggota Partai Gerindra memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada pengaruh kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan karena anggota tersebut merasa dekat dengan partai politik. 
Produk politik  atau pesan – pesan yang akan disampaikan Partai Gerindra pada tahun – tahun awal berdiri, masih melalui media cetak dan media elektronik satu arah seperti radio dan televisi. Dengan diluncurkannya situs ini pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat berharap akan muncul komunikasi politik dua arah. 
Berdasarkan pada pemaparan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat. Maka, penulis mengambil judul untuk Penelitian Kuliah Kerja Lapangan ini adalah tentang: “Partisipasi Politik Anggota Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat Melalui situs http://gerindra-jabar.or.id Pada Tahun 2009”.
1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aktivitas pengurus Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat dalam partisipasi politik melalui situs http://gerindra-jabar.or.id pada tahun 2009?

2. Bagaimana partisipasi anggota Partai Gerindra melalui situs http://gerindra-jabar.or.id pada tahun 2009?

3. Bagaimana peran pengamat politik melalui situs http://gerindra-jabar.or.id  pada tahun 2009? 
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penulis dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menjelaskan partisipasi politik anggota Partai Gerindra  yang disampaikan melalui situs http://gerindra-jabar.or.id pada tahun 2009. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui aktivitas pengurus Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat dalam partisipasi politik melalui situs http://gerindra-jabar.or.id pada tahun 2009.

2. Untuk mengetahui partisipasi anggota Partai Gerindra melalui situs http://gerindra-jabar.or.id pada tahun 2009.

3. Untuk mengetahui peran pengamat politik melalui situs http://gerindra-jabar.or.id  pada tahun 2009. 
1.4. Kegunaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini bukan hanya untuk mencapai tujuan praktis, tetapi diharapkan dapat berguna bagi referensi ilmu yang bersangkutan maupun masyarakat luas. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan bagi penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis selain daripada untuk pengalaman, melainkan juga untuk menambah pengetahuan tentang partisipasi politik anggota Partai Gerindra melalui situs http://gerindra-jabar.or.id pada tahun 2009.

2. Kegunaan teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan referensi bagi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang.

3. Kegunaan praktis

Dapat memberikan manfaat bagi DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan salah satu fungsi partai politik yaitu tentang partisipasi politik.
1.5 Kerangka Pemikiran

Partisipasi politik merupakan suatu hal yang harus terlaksana dalam sebuah partai politik. Hal ini dikarenakan kebijakan – kebijakan sebuah partai politik tidak akan terlaksana dengan baik apabila tidak ada pihak – pihak yang menerapkannya. Sebelum menguraikan pengertian partisipasi politik, maka akan menguraikan terlebih dahulu definisi partai politik. Partai politik menurut pendapat R. H. Soltau yang dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik mengemukakan bahwa: 
“A group of citizen more or less organized, who act as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies” (“Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih-bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka”) (Soltau dalam Budiardjo, 2000:161).
Menurut pengertian di atas partai politik merupakan organisasi penghubung antara para pelaku politik aktif dalam masyarakat dengan pemerintah. Dalam mewujudkan hal itu para pelaku politik aktif dalam masyarakat tersebut berkompetisi dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Masyarakat yang dimaksud tersebut adalah anggota Partai Gerindra.

Menurut Carl J. Friedrich definisi partai politik adalah:
“A political party is a group of human beings, stably organizet with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages”. (Sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan, berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil). (Budiardjo, 2002:161). 

Menurut pengertian di atas partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir yang memiliki tujuan untuk mempertahankan kekuasaan di dalam pemerintahan, dengan cara menduduki pimpinan-pimpinan partainya, sehingga masing-masing anggota partai tidak akan memperoleh kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil.

Partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk dengan suatu tujuan dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu guna pencapaian tujuannya yaitu mencapai kekuasaan. Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program berdasarkan ideologi tertentu. Selain fungsi utama tersebut terdapat beberapa fungsi lain yang dilaksanakan parpol, seperti yang dikemukakan oleh Ramlan Surbakti yaitu:
1. Fungsi sosialisasi politik.

2. Fungsi rekrutmen politik.

3. Fungsi partisipasi politik.

4. Fungsi pemadu kepentingan.

5. Fungsi komunikasi politik.

6. Fungsi pengendali konflik.

7. Fungsi kontrol politik.

(Surbakti, 1992:117-121).

Partisipasi politik merupakan faktor terpenting dalam suatu pengambilan keputusan, karena tanpa partisipasi politik keputusan yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak akan terlaksana di masyarakat. Sebelum menguraikan pengertian partisipasi politik, maka penulis menguraikan terlebih dahulu definisi partisipasi adalah:
“Partisipasi merupakan salah salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi  yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang  apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi  kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta  menentukan isi keputusan politik” (Surbakti, 1992:140).

Jika melihat pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa partisipasi itu sikap individu maupun organisasi dalam masyarakat yang terlibat atau berperan serta dalam pencapaian tujuan dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Maksud dari penjelasan patisipasi politik di atas adalah partisipasi politik anggota Partai Gerindra sebagai individu dalam organisasi Partai Gerindra.
Melihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada BAB V pasal 10 ayat 2a, bahwa tujuan khusus partai politik adalah:

“Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.”

Demikian juga partisipasi politik dalam buku “Partisipasi dan Partai Politik” didefinisikan sebagai berikut: 
“Partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis secara damai atau dengan kekerasan legal atau illegal, efektif atau tidak efektif” (Huntington dan Nelson dalam Budiardjo, 1981:2). 

Berdasarkan definisi di atas partisipasi politik merupakan kegiatan dari pribadi atau kelompok untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi politik tersebut dilakukan melalui cara yang dimiliki oleh pribadi atau kelompok tersebut. 
Mengacu pada hal di atas, menurut David F. Roth dan Frand L. Wilson yang dikutip dalam bukunya Soemarsono berjudul “Komunikasi Politik“ bahwa tingkatan partisipasi politik yang dapat dijadikan tolak ukur atau indikator dari partisipasi politik sebagai berikut:

1. Aktivitas

2. Partisipan

3. Pengamat


(Roth dan Wilson dalam Soemarsono. 2002:4.8)

Aktivitas, pada dasarnya partisipasi politik di tingkatan kategori aktivis. Para pengurus partai politik, pimpinan kelompok kepentingan merupakan pelaku-pelaku politik yang memiliki intensitas tinggi dalam berpartisipasi politik. Mereka memiliki akses yang cukup kuat untuk melakukan contacting dengan pejabat-pejabat pemerintah, sehingga upaya-upaya untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pemerintah menjadi sangat efektif.

Pimpinan kelompok dalam hal ini adalah pimpinan beserta jajaran pengurus partai politik dalam aktivitasnya sangat mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah. Karena pengurus akan melihat dari segi aspirasi anggota partai politiknya terlebih dahulu. Sehingga kebijakan yang akan dikeluarkan tidak bertentangan dengan aspirasi masyarakat.

Meskipun demikian, kegiatan partisipasi politik di tingkat aktivis tidak saja dilakukan dengan cara – cara politik yang formal atau secara prosedural dapat diterima oleh mereka. Hal ini dikarenakan ada faktor – faktor non teknis yang mempengaruhi proses politik. Terkadang jalur yang ditempuh dapatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Terlebih ketika aspirasi mereka tidak terakomodasi dengan baik.
Partisipan, partisipasi politik masyarakat sebagai partisipan di tingkatan kategori partisipan seperti: adanya petugas kampanye, aktif dalam partai politik /kelompok kepentingan, aktif dalam kegiatan – kegiatan  sosial. Di tingkatan partisipan ditemukan semakin tinggi tingkat partisipasi politik seseorang, maka semakin tinggi tingkat intensitasnya, dan semakin kecil luas cakupannya. Sebaliknya semakin menuju kebawah, maka semakin besar lingkup partisipasi politik, dan semakin kecil intensitasnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan politik yang diterima oleh seseorang.

Pengamat, partisipasi politik di tingkatan kategori pengamat, Seperti: menghadiri rapat umum, menjadi anggota kelompok kepentingan, mendiskusikan masalah politik, perhatian dan tangap akan efek dari perkembangan politik, dan usaha meyakinkan orang lain, merupakan contoh-contoh kegiatan yang banyak dilakukan oleh warga negara, artinya proposisi atau lingkup jumlah orang yang terlibat di dalamnya tinggi. Namun tidak demikian dengan intensitas partisipasi politiknya, terutama kalau dikaitkan dengan arti pentingnya bagi sistem politik, praktik-praktik tersebut tingkat signifikasinya rendah, atau tingkat efektifitasnya dalam mempengaruhi kebijakan yang dibuat pemerintah, membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup banyak.

 Pengamat politik merupakan pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam perkembangan politik dalam suatu partai politik/ kelompok kepentingan. Karena pengamat politik dapat menjadi tim penilai dalam maju mundurnya suatu perkembangan politik.
1.6Metodologi Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah yang ditulis pada usulan penelitian ini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penulisan dan pengamatan.

Dengan demikian, penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriftif dapat diartikan sebagai berikut:

Penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Penelitian deskriftip dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertife kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian (Burhan Bungin,2001:124).

Berdasarkan pengertian itu, maka metode deskriptif menggambarkan tentang partisipasi politik melalui situs http://gerindra-jabar.or.id di DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk dianalisa dan interpretasi terhadap data tersebut.

1.6.2 Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

1. Studi Pustaka, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah partisipasi politik melalui situs http://gerindra-jabar.or.id di DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009. 

2. Observasi, yaitu cara menghimpun data dengan melakukan observasi di DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat.

1.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.  Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil sebagai tempat penelitian adalah DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat yang beralamatkan di Jalan Citarum No. 32 Kota Bandung, Jawa Barat Indonesia, Telepon (022)727 3394.

2. Jadwal Penelitian

Penjadwalan penelitian kuliah kerja lapangan sampai dengan pengumpulan laporan  yang terdiri dari:

a). Penyusunan rancangan judul, bulan Mei 2009.

b). Penyusunan usulan penelitian dengan arahan pembimbing, bulan Juni – Juli  2009.

c). Pengumpulan data di lapangan, bulan Agustus 2009.

e). Analisa data yang diperoleh dari lapangan bulan Agustus - September 2009.

f). Penyusunan laporan KKL bulan September  - Oktober  2009.

g). Pengumpulan laporan KKL Oktober 2009. 

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

	No
	Waktu

Kegiatan
	Tahun 2009

	
	
	Mei
	Jun
	Juli
	Agst
	Sept
	Okt

	1
	Penyusunan rancangan judul
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Penyusunan Usulan Penelitian
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Pengumpulan Data
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	Penyusunan Laporan KKL
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Pengumpulan Laporan KKL
	 
	 
	 
	 
	 
	



